
I. Undang-Undang Nom01· 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalarn 
Lingkungan Propinai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Uarat, dan Daerah Istimcwa Yogyakarta; 

Mengingat 

a. bahwa dalam ragka pemberian tambahan penghasilnn 
kepada Pegawai Negcri Sipil di Llngk:ungan Pemerintah 
Kota Semarang, telah ditetapkan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pernberian 
dan Pemberheritian Tambahan Penghasilan Pcgawai 
Bagi Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kotu Semarang sebagaimana tclah diubah dengan 
Peraturan WuHkolo. ~emarnng Nomor 48 Tahun 2014; 

b. bahwa deism rangka penyempurnaan ketentuan 
pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, 
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 
2014 ten tang Pernberian dan Pembcrhcntian 
Tambahan Pcnghasilan PC-f"JIWRi A11Ki P~guwol Negerl 
Sipil di Lingkungan Pernerintah Kota Semarang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pP.rtimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota ientang 'rambahan 
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

Mcnimbang 

WALIKOTA SEMARANG, 

DliNOAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAMBAHAN PENGI IASII.AN PliCAWAI 
HAG! PEGAWAJ NEGERI SIPJL DJ L!NGKUNGAN PF.MERTNTAH 

KOTA SEMARANG 

PROVlNSI JAWA TENGAII 
PF.RATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR J.: • 1-(· 

WALIKOTA SEMARANG 

TENT ANG 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik lndoncsia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pcrbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ?.014 1,-.nf:.mg 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesio. Tahun 2014 Nornor '..l44, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 !> Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentu kan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tamba.han Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Peraturan Pcmcrintah Nornor Hi Tahun 1976 tentang 
Pcrluasan Kotamadya Daerah Tingk:11 II Semarung 
(Lembaran Negara l<epu hi i I< I ndun~:-1i11 1'11 h un 11)76 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 
Cuti Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik lndoneata Nomor 30~J); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan 
Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3149) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kctiga Atas Pcraturan Pernerintah 
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentlan 
Pegawal Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 18); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten­ 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
.Jepara, don Kerulnl, :w.rl11 l'c:m1lmm Kecarnatan di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
dalam Wilayah Prnpinsi nRerRh 1'inek-Rt T .TRWS'\ TPne::th 



(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 8Y); 

11 Peraturan Pcmcrintah Nomor 9 'rah un :-1003 ten tang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pcmbcrhcntian Pcgawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 42631 sebagaiman» lr-lHh diuhHh dr-ngan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Ahrn Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 
'.1003 I tm hmi Wt\wt\nRnr! Penr.anr.katan, Pcmindahan 
dun Pemberhentian Pcgawai Ncgcri Slpll (Lcmbaran 
Negar::i Talrun 2oog Nomur 164); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembarun Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4576); 

13 Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dasen, Tunjangan 
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan 
Kehormatan Profcsor (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor SOJ 6); 

14 Pcraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 ientang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lemharan NP.gar;:t RepulJlik Indonesia Nomur 5135); 

15 Peraturan Pemerintah Rt'ptJhlil< Induneaia Numor 6Q 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmbcrian dan 
Pcmanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik lndonesia Nomor 5 16 1 ) ; 

16 Peraturan Pemerinta.h Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestast Kerja Pegawai Ncgcri 
Sipil [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
20L 1 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5258); 

17 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pcgawai Ncgcrl 
Sipil; 

18 Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 'l'a.hun 
2006 tentnng Pedomnn Pl'\ne;elolai:tn Kcuangau Dt1.1.:11:w 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lenta.ng 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



Dalarn Peraluran Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Dnt!mh ndnlnh Kota Semarang. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjurnya diaingkat DPl<I) 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 

3. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai urusan penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
ynnP, mPnjnrl1 kPwPnnn?,lln daerah otonom. 

4. Walikot.a adalah WalikolM He111a1111114. 

5. Sekretaris Daerah Kota adatah sekretane Dacrah Kuta Semarang. 

6. Asisten Sekretaris Daerah Kota adalah Asisren Sekretaria OA~rAh Kola 
Semarang. 

7. Kepala Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah sclanjutnya diaingkar Kepala 
SK.PJJ adalah Pejabat Struktural yang mcmimpin Saluan KG1ja Pc1a11g~L 
Daerah. 

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BK.D adalah 
Bad.an Kcpcgawaian Daerah Kota Semarang. 

HAIJ 1 
KETENTUAN UMUM 

PAAAI l 

PERATURAN WALlKOTA TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI l:3AOI P~GAWAI Nt,;Ct,~RI Slf.'IL DI 
LTNGKUNGAN PEMERIN'J'AH KOTA Sl':MAl<ANG. 

Menetapkan 

19 Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kota Semarang Tahuu 2007 N,1111111· 

1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 1) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Perubahau Kedua AIJis Peraturan Dacrah Nomor 11 
'T\1l11m ?.006 l~nlwig Pcngclolaan Kcuangan Daerah; 

?.O 1-'~•·fl.tu,·a" Walll-1ul~ s~war..u1~ Nemer 30A Tahun 2010 
tentang Pelaksannnn Pemberian dan Pomanfaatan 
tnsentlf Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang 
sebagaimana Ielah dirubah beberapa terakhir dengan 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua alas Pcraturan Walikota 
Semarang Nomor 30A Tahun 2010 t~nll!ng 
Pelaksanaan Pembcrian dan Pcmanfaaran Inscnrif 
Pernungutan Pajak Daerah Kota Semarang. 

21 Peraturan Walikota Semarang Nomor lC Tahun 2011 
tentang Pelaksanaan Pemberian den Pcmanfaatan 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang 
(Herita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1 CJ 

M~MUTUSKAN: 



•• 

9. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya dismgkat SKPD adalah 
Saluan Kerjn Kerjn Perangkat Dacrah Kula Sernarang. 

10. Pcgawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang. 

11. r-Hlrn, P,·pµwai Negeri Sipil selanjutny:4 rll$ingkal CPNS adalah Calon 
Pegawal Negeri Sipil Pemerintah Kota Sein .. uuus 

12. ,Jnhnt1111 arlalah kcduduk .. an yan~ menunjuklenn tUfJl~~. l~)rlttll"~ jttwttb. 
wewenang.dan hak RP.APor:mg pegawni negeri sipil dalam suatu organisasi 
Negara. 

13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yr1ng 111t-111mjukkKTI 
tugas, tanggungjawah, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil 
dalam rarigka memlmpln suatu organisaei pcrnerinrahan daerah yang 
diangkat dan dlberhentikan olch Pcjabat Pembina T<epep;awaian Daerah. 

14. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang mcnunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil 
dalam suatu satuan organisaai yang dalam pelaksanaan rugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri. 

15. -Jabatan Furigaional Tcrtcntu selanlutnva dlaebu] JF'T, adalah 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak PNS dalam rangka menjalankxn tugas pokok dan fungsi 
berdasarkan keahlian atau kerr-rarnpilan tertenru secara mandiri, y1:mg 
kenaikan pangkatnya berdasarkan perolehan angka kredit. 

16. -Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disohu] JF'U, .. «lalah 
kedudukan yang rncnunjukkan tuga«, tanggung jawab, wcwenang 
dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok don fungsi 
berdasarkan keoblian atau ketcrampilan Lcrtentu secara mandiri, yang 
kenaikan pangkatnya tidak bcrdasarkan perolehan angka kredit. 

17. Esclcn adalah lingk;ilan jabatan struktural pada satuan k~rja y11n11, 
dipangku uleh seornng pegnwni nP-g~ri i:iiptl 

18. Tambahan Penghaallan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 
Tarnbahan Penghasilan Pcgawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil serta PNS Guru yang belum bersertifikasi di Iingkungan Pcmcrintah 
xota Semarang. 

I 9. Anggaran T't'nclap::itan dan Belania Daerah ~lur1julny1-1 cii~inckAt 
/\PBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja uaeran Kol£l Semarang. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan selanjutnya 
daingkat APRO Perubahan adalah Anggare.n Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan Kota Semarang. 

21. Arasan lanK1>Ung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau 
jabatannya membawahi ?:;~11c1.11g pegawai atau lebih pcgawai. 

22. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil 
untuk menaati kewajibe.n dan menghindari larangan yang ditentukan 
dalam pcraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan 
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman ciisiplin. 



23. Pr:ls:insgaran Dleiplln udnlnh seriap ucapan, tulisan, atau 111·1 liwtl:iri 

Pcgawai Negeri 81pil yang melanggar kctentuan Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam 
kerja. 

24. Hukuman dlslplln adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai 
Negerl Sipll karena mclanggar 1 'eraturan Dieiplin Peguwt1i NC'f:'.l'ri Sipil 

25. Kcterangan y:mp, ooh adalal; pcwh~ri1;1huan/ketoraugan L~1·1 uliN ynnP, 
dapat dipertanggungiawabkn» sesuai kctcntuan peraturan pcrundang­ 
undangan di Bidang Kepegawaian. 

26. Cuti Pcgawai Negeri Sipil yang $ClA11j11tr1ya disingkat dcngan cutt adalah 
keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertemu. 

2/. Penilaian Preetasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses 
p~nilai..i.n secara sietematle yon)( di11tkukan olch Pcjabat l'enilai terhadap 
sasaran kcrja pegawai dan perilaku kcrja PeS!:awru Negeri Sipil. 

28. Prestasi KerjH adalah hasil kerja yang dicapai oleh sctiap Pcgawai Negeri 
Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai 
dan perilaku kerja 

2Q. Sasaran Kerja Pegawai y:lng selanjutnya diaingkar SKP nd(llnh rencana 
l<f-:rj11 dan target yang akan dicapni oleh scorang Peuawai Negeri Sipil. 

30. Perilaku kcrja adalah selia.p tingkah laku, sikap atau tindakan yang 
dilakukan oleh Pegawai Ncgeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu .}ang 
seharusnya dilakukan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

31. Inscntif Pcmunguran pajak dan Rotribusi yon,.,, N~lunjutnya disebut 
.i.msculif adalah Tambahan .1-"c.1.1gl1H!iilar1 yang diberikan scoagat 
penghargaan atas kincrja torrent u dulum melaksanaken Pcmungutan 
pajak clan Rctribusi 

32. Tugas belajar adalah tugas yang dlberikan oleh Walikota Semarang 
kepada Pegawai Negeri Sipil lingl<ung1.u1 Pemcrintah Daerah untuk 
mengikuti pcndidlkan pada xusrtu lembaga pcndldikan al.au Iembuga lain 
di dalam aiau cli luar negeri, yang sebaglan nruu ~~1,~ruhn.va dilakukan di 
dularn dun di luar pcngorgantsaslan Pemerintah Dacrah dalaw jangka 
waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang 
telah ditentukan dcngan menggunakan biaya Pernerintah Republik 
Indonesia, Pcmorintah Negara AsinR, 14udan lntcrnaaional atau Badan 
Non Pemerintah lainnya. 

33. Tunjangan prof~Ki ,tdalah tuniangan yang d iberlka n k~pmln guru dan 
dosen yar•K rnerniliki scrtifikat pcndldlk l'lf:haW1i penghargaan atae 
profeaicnalitasnya. 

34. Uang tunggu adalah uang yRng rliberikan kepa.da. Pegawai Negeri Sipil, 
yang tidak atas kemauan senlliri diberhentikan dengan hormat dari 
pekei:ja.annya karcna tidak calrap, sakit dan/atau tenagatl)•a uutuk 
sementata wo_klu ticfok rlipc:rlukan 

35. Maaa Persiapan Penslun a.tan Bt'u~:s Tugas adalah waktu ynng diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang akwl mt!Ilcapw bates usia pensiun 
sebelum clibcrhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 
dengan hak pensiun. 



(5) Kritcria Pcrilaku Kcrja scbagaimana dimaksud ayat (11) huruf (a) mellputi: 
a. Orientasi Pelayanan; 
b. J n 1 egrltns; 
c. Komitmen; 
d, Disiplin; 
e. Kerjusama; 
f. Kcpcmimpinan: 

(4) Pcmbcrlan TPP scbagaluiana dimaksud pada aynt ( L) berdasarleun Kriterin 
yang terdrri dari: 

a. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kcrja Pcgawai 
(SKP) dan Perilaku Kerja; 

b. E- Kinerja 
c. Pet•t imbangan Obyekrif lainnya 

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibcrikan sccara bulanan selama 
12 (dun belus] bulun dularn satu 'rahun Angg;1ran. 

(1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil. 

(2) PNS yang tidak bcrhak mcncrirna TPP adslah Pegawai Negeri Sipil yang: 
a. beraratus masa persiapan pensiun/bebas tugas: 
b. berslul us penerimn 111mg t unggu; 
,·. 1i~r'l-ll1il ux IP.1~>s11gkH dan ditahan: 
d. berstatus tcrdakwa atau terpidana; 
e.. tugas bclajar dan mcndapat tunjangan belajar; 
f. cuti di luar tanggungan Negara; 
g. diperbantukan/dipekerjakan pads Pcmcrinrah Pusat atau Pemerintah 

Daerah lain; 
h. cuti besar; 
i, cuti berantin anak yang keuga dan eeterusnya: 
j. berstatua PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan 

profesi/ serti.fikasi; 
k. PNS yang diberhentikan sememara: 
1. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik; 
m. mencrima i.nsentif pcmungutan pajak dan retribusi daerah; 
n. tingkat capaian Penilaian Prcstasi Kcrja bulanan dibawah 50°/o; 
o. tldak mnsuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih 

dalam J buJan. 
p. tldak mcngumpulkan Sl<P pada bulan bcrjalan dan baru ukun 

rnendapatkan 1'PP apahila telah mengurnpulkan pada bulan tersebut. 

Pasal 2 

PEMBERIJ\.N DAN PENlLAfJ\.N 

36. Pegawai Ncgcri Sipil yang dipckcrjakan adalah Pcgawai Ncgcri Sipil yang 
melaksana.kan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak 
kepcgawaiannya dibcbankan pada instansi induknya. 

37. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawa! Negeri Sipil yuug 
melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya ctibebankan 
pad» in:~hm:~i ynng menr-rirnn perbunt 1J1m. 

38. E-Kim:1jt1. tttltt.h:Ul sietcru i1du1111tll;i 1)1,.'IIC .. 'HlHlHII dttll p1:11iltii1111 h11w1j11 
P~Kuwai -.<:um elek! ronik. 



(6) Pcrtimbangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 
(5) huruf (f) dibcrikan kcpada pcgawai dengan mempertimbangkan 
kcrnampuan bcrtindak tcgas. mernberi teladan ynng bnik, mr.np,gr:rn kkan 
tun uuluk mericapai kinerja yung tin~ sorta mcngambil kcputusan yang 
tepat dalarn rnelaksanakan tugas, 

(5) Pt'.rlimhar1x11n keriasama sebazaimana dlmaksud dalam p:u,;;11 '..l u.yat (5) 
h uru f (~) diberikan kepada pccawai dengan urempertlmbungkun peniluinn 
atasan langsungnya mengenal kemarnpuan bekerja sa.ma serta menghargni 
pendapat orang lain di dalarn organisasi. 

(3) Pcrtirnbangan Komitmen. sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2 ayat (5) 
huruf (c) dlberikan kepada pegawai dengan mP.mpP.rtimban1.kan penilaian 
ataG~n langsungnya mengcnai kcmampuan bekerja dengan h~rKunn~uh 
sungguh di ataa kcpcntingan pribadl dalam pekerjaannya, 

(4) Pertimbangan disiplin kerja sebagaimana dimaksud daJarn pasal 2 ayal (5) 
huruf (d) diberikan kcpada pegawai dengan memperumbangkan penilaian 
atasan langsungnya mengenai ketaaran tcrhartap peraturan disiplin. 

(?.) 1·~rtlmbanr.an Integritas sebagaimane dimakaud rlalaru p.~~tl ?. ·~Hl (5) 
huruf (bl dibcrikan kopada pegawai dengun mempertimbangkan 
penllaian atasan langsungnya mcngenai kejujuran, keikhlasan dan tidak 
pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam bckerja. 

(1) Pertimbengan Oricntasi Pclayanan sebagaimana dirnakaud dalam pasal 2 
ayat (5) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan 
penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan menyclesaikan tugas 
pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan 
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal. 

(1 O)BeAArnn nan penilaian TPP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
ditetapkan denga n Kepu t uaan W :i likota. 

(9) Pertimbangan nlly~l<lff luinnya scbagaimana dimaksud pasa! 2 ayat ('1) 
huruf (c) melipuri kctcrangan kehadiran.islu, cu Li dan abscnai finger print. 

(8) Pertimbangan !!; kinerta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) 
huruf (h) dibcrikan kepada pegawai dengan rnempertirubangkan annliara 
kebutuhan jabutun, beban kcrja unit/ satuan kerja organisasi sebagai dasar 
perhltungan prestasi kerja dan pcrnberian ini:.Pnl if 

(7) Pertirnbangan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalarn paeal 2 
ayat ('1) huruf (a) dibcrikan kcpada pegawai dengan rnempertimbangkan 
t ingka; capaian sasaran kerja pegswai aran hastl kt'r:i,t yang telah dicapai 
oleh pe~awai. 

(6) T<riterla Kepemimpinan scbagaimana <limnl<::ntd ayat (5) huruf (f) hanya 
dibcrlakukan uagi pejabat struktural. 
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(2) Ketcntuan sebagaimana dimaksud ayat 1 [satu] berlaku bagl PNS yang 
bertugas di SKPD / Unit Kerja sebagai berikut: 

a. Badan Linglrungan I lid up; 
b. Dinas Ke~hatan; 
c. Dinas Uina Marga; 
d. Dinas Pcngelulaun Surnber Daya Alam dnn JT,n,.rr,i $umber 

I >uyu Mineral; 
e. Dinas Kebakaran; 
f. Dinas Tata Kota dan Perumahan; 
g. fJinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; 
h. Dinas Perhubungan Kumunikasi dan fnformatika; 
t. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 
J. Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil; 
k. Dinas Sosial, Pemuda dan OluhnlP,U; 
1. Dinaa Kebudayean den Pariwisata; 

(1) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota 8P.mai.usg yang telah 
rnenerima tnsenuf Pemungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah 
hnru~ rncncntukan pllihan antara TPP dtmKJm inscntif Pcmunguian 
Pajak Daerah dan J~etnbusl Dacuds 

Po.sw 5 

(5) Pejabar peuilai Lidak berhak mendapatkan TPP apabila tidak 
mclakukan penilaian terhadap bHwRha.nnya/I'NS yang meujadi 
ta.nggung jawab pcnilaiannya pada akhir bulan scbclurn bawahannya 
melaksanakan tugas ditempat den atau jabatan baru sampai deugan 
pcjabat ~nihsi rersebut melaku kun r~nila.ian. 

(4) P~jHhRt penilai tldak bcrhak mendapatkan TPP apabila tidak 
melakukan pcnil-'\ia11 terhadap hawahannya/PNS ynng mcnjadi 
tanggu ng jawub penilaiannya pa.du akhir tahu n berjulun sampai dengan 
.Jkhir bulan .Januari iuhun bcrikutnya ~smpni denaan pcj1Jl1:11 ptmih1i 
tersebur mclakukan penilainn 

(3) Penghenlinn pcmbcrian 'T'PJ• sebagaimana diuiukeud ayat (t) terhitung 
sejak kcputusan hukuman disiplin ditetapkan. 

(2) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin scdang dan hukuman 
disiplin bcrat sebagaimana dirnaksud pads syat ( 1) huruf b, huruf c, 
huruf d berdasarkan kctenrnan perundang-undnngan, 

(I) Tl-'1-' trdak diberiknn nt'nga.n kctcutuun: 
a. tidak rliberikan sclama 3 (tiga) bulan kepuda CPNS yang sedang 

dijatuhi hukuman diaiplin ringkat ringan; 
b. tidak dibcrikan selama l [satu] bulan kepada PNS yang <lijatuhi 

hukuman disiplin li.ugktll ringan; 
c, udak dibcrlkan ~~ls:ima ?. (dua) butun kopada PNS yang dijntuhi 

hukuman disiplin tingkAI l'<Cd~ug; 
d. tidak dibcrlka« selama 4 (cmpai] bulan kcpada l'N!:> yang dijaruhi 

hukuman disiplin tingkat berat, 
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a. ljin sakh, dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas] 
hari dcngan kt-!tt-mtuan capaian nilui preatasi ker]a tiduk lrnmnP, dari 
500/o; 

b. CuU Lahunnn; 
c, Cuti bersalin untuk pcrsaunan anuk pertarua dan kcdua; 
d. Mcngikutl Pendidikan dan Pelatihan [Diklat]; 
c. Mr.laksana.k.1m pcrjalanan dinas luar daerah / nr-geri dan 

mclaksanaknn tugas kcdinasan lainnya, 
f. Mengilruti kegiatan Walikota (,Jalan sehat, kerja bakri, dan kegiatan 

lainnya). 

(2) Dikecualikan dRri pcmotongan TPP apabila: 

d. bagi PNS yang terlambat n1;1:,;11k kcrja atau pulang lebih awal dari 
ketentuan jam kerja yang tclah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya 
akan dihitung secara kumulatif dan dikonveraikan 5 [liuia] jam sama 
dengan 1 [satu] had tidak masuk kena, dikcnakan potongan scbcsar 
S'Yn per har] kt:1ju dari TPP paling h;.myR.k scbelum drkururrgi pajak1 dan 
jika melebihi berlnkn kr.lipRlt\ll.u.y~. 

c, bagi PNS yang mcngambil cuu sakit lcbih dari 1 (satu) hulan sumpai 
dcngan 1,5 [satu sctcngah) tahun dipotong sebes:1r 50'Yo (lin1a puluh 
pcrscu) u;;i.ri TPP ynng d ft~rl ma ist'belum diku r~ ngl p:,cj,.. k 

b. pol.011g;H1 per hari ker]a bugi PN8 yan~ mengarnbil curi ala88J1 penting 
(rmmikuh, mcnunggu keluarga yang saklt. lw.ji, urnroh, perjalanan 
rnhani] sebesar 2,5o/n [dua koma lima persen) dari TPP paling banyak 
sebelurn dikurangi pRjA k; 

a. potongan per hari kerja bagi PNS yang tidak masuk keria sebcsar So/u 
(lima persen] dari tPP paling banyak sebelum dikurangi pajak; 

(1) Pernotongan TPP bagi PNS dengan ketcntuan sebagai bcrikut: 

I '.um I fi 

f.'EMOTONCAN TPP 

m. Din.as Kclautnn dun Pcrikanan; 
n. Dinas Pasar; 
o. Din11N Pengelolaan Kcuangan dan Asct Daerah; 
p. Dinas Tenaga Kerjn dnn Tranamtgrasi; 
q, Dinas Perlndustrian dan l'erdngangan: 
r. Al'l._,,lan Rumah Tangga Sekrerariar Tlnenl.h. 
~,;. Kecamctan ,brn Kelurahan 

H/\B lV 



(1) Setiap SKPD wajib membuat dokumen: 
a. Penetapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari sasaran 

Kerjn Pegnwn1 dan Penilaian Kinerjn ynnp, berbusis aplikasi e kinerju 1 
(satu] bulan pada awal bulan: 

b. Pcngukuran Pcnilaian Prcstasi Kcrja Pcgawai yang tcrdiri dari Sasaran 
Kerjn Pegawai don Penilnian Kinerja yang berbasis uplikasi e kineria 1 
[satu] bulan pada akhir bulan; 

c. Penilaian kinerja PNS dan CPNS selama 1 (satu) bulan: 
d. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (sacu) bulan: 
c. Rekapitulaei hasil capaien kineria pcr,awai sclama l (satu) bulan: 
I, l)i:l.fll:tl• µcd1ilLUl.l!,?:1 . .U 'l'Pl' bcrdasarkan penilaiau r.,cnst:Hlti!SC koinpuncn 

ciiRiplin dan klnerja selarna I [saru] hulan; 
g. Daftar pembayaran TPP selama l(satu) bulan.dan 

(2) Dokumen sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan 
huruf g dimasukkan ke BKD untuk diperiksa paling lambat tanggal 5 
hulan berikurnya, 

(:l) Dokurnen sebagairnann dimalcsud pada oyot ( 1) hu ruf d sampni dengan 
huruf g sebelum dirnasukkun ke OKD terlebih dahulu diverifiknsi oleh 
pcjabat yang bcrwcnang di masing-maeing SKPD. 

(4) Dokumen permlntaan TPP sebagalmana dimakaud pada aya1 (3) yHng ~Hhth 
dM/atan tidak lengkup dikembalikan ke SK!>D untuk dikoreksi <l.u1/Hlttu 
dilengkapi. 

(5) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang Lelah 
dlpcrlksa dan tclah acsuai/tldak ada kcaalahan dlbuatkan 
rekomcndaal/aalinan dokumcn TPl' yang d.ipara1 dan dltandatanganl olch 
Kasubid. Kcscjahtcraan Pcgawai atau olch Kcpala Bidang Kcscjahtcraan 
Pcgawai pads BKD. 

(6) Pemeriksaan dokumen permintaan TPP paling lama 3 (tiga) hari kerja 
sctelah listing dokumcn pcrmintaan TPP ditcrima di BKD. 

(7) Dalam mengajukan dokumen permtntasn TPP setiap SKPD wnJtb 
mclampirkan dokumcn pcnunjang bcrupa daft.ar hadir, surat ijin, surat 
k~l~r'allglill Makil. dari uukl~J, sura], cuti, tsUtal Lu~. WW kctcrangan 
Iainnya ke BKD,sural keputusan lrukuman diaiplin. 
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TATA CARA VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN TPP 

BAB VI 

Pc.:111 bc.wlttll TPP c.li IJC.'UM.Uktt.tl ,~uM Ar11~HL~l PcmlMµi:tl~l UH!l Bcbu~jl:t 
Dacrah Tah un Anggaran 2016. 
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Pernberian TPP dilakeenekan dalam batas anggaran acbagaunana 
rercantum dalarn Dokumen Pelakt,;;11111a11 A1tJ,'Joo:lm111 p111l11 rm1Nin~ 111111-1in~ 
ST<PD. 
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Bagian Kesatu 
Monitoring 

Pasal 14 
(1) Pemerintah Daer-ah dalam rangka pcngawasan dan pcngendalian 

pembcrian dan pcmbcrhcntian TPP dapat mcmbcntuk 1'im Monitoring 
dan Evaluasi yang terdiri dari SK.PD terkait lainnya 

MONITO~INU UJ\N J;!;VJ\LUJ\SI 

HAH VU 

PNS .Y~lTIR diangkut atau diptndahkan (rnutasi/prornosf) <Ian diherhentlk::rn 
dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional, rnaka 
pemberian TPP akan diberikan pada bulan berikutnya, seielah kepurusan 
pengangkatan/pemindahan ditetapkan 

PAAAl 1 '.'l 

(1) Setiap SK Pl> wajib rnernakai Rial absenei elektronik 
(2) PNS dan CPNS wajib mcngambil abscnsi mclalui alat abscnsi elektronik 

di SKPD masing-maaing. 

1'1:1.88.l 12 

(1) Jam kerja pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Semarang adalah : 
a, H~rl RP.nln ~.ti KamlR : 07.00 - 15.15 WTB 
b. Hari .Jurnat : 07.00 - 11.30 WIB 

(2) .Jam kcrja acbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuulikan 
terhadap pengaturan jam kerja PNS bcrdasarkan sl,ift uc::rigttri tdap 
rnematu hi peraturan jam kmjB PNS selarna 7 ,5 jam per harr kerja. 

(3) Tambahan jam kerja akan diatur oleh masing-masing SKPD sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
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,JAM Kl£~JA OAN SlST~M ABS~NSl 

BAB VI 

( l) Perrnintaan pembayaran TPP diajukan pada Dinaa Pcngclolaan Keuangan 
dnn /\m~t 0f1r.n\h Kntn St>mnrnnK dtmp,11n mtmumu kkun duku men-dokumen 
scbagatrnnnn dirrmksud dnlnm Pnsnl g oynt (1) huruf s yang tolah 
diverifikasi oleh DKD paling lam bat tanggal 10 bulan berlkutnya. 

(2) Sclanjutnya SKPD mcmbuat dan mengusulkan Surat Pf'rinlnh Pt'mhayar:111 
(Sf'f') kepada Dinas f'tm~clouuu1 K<:mulJ~~a D~cr~li u,)l11lc tiitl'\rhitknn Surnr 
Perlntah Pencalran Dana (St->2U). 

(3) Pt-!111l1ay;-11·;~11 'T'PP h:'Jgi CPNS/PNS di acuap SKPD diterimakan paling lambat 
tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari llbur maka 
pembayaran dimajukan. 

(8) Proees rekapitulasi kehadiran dan penilaian kine1ja untuk pembayaran 
'T'PP pada l;ul.-1.11 Ot:!~111ht<r p11l1ng lamba! IAnf',P,ill 24 r>cHrmhcr. 
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(3) Apabila bcrdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring terdapat, tidak 
terbayarnya TPP yang niukibatknn oleh kclalaian dan/atau kesalahan 
pejabat dan/atau pctugas sebagatmana dimuksud pads ayat (2), 
Kcpala SKPD berranggung jawab untuk mcmproses pemhayaran '1'1'1-' 
PNS dimaksud tl:in rnemheriknn sanksi hukuman disiplln kepegawuinn 

(2) Pejabat yanR berwenang wajib mcnjatuhka« Kmilo,i hukuman disiplin 
PNS ~hagaimana dlmaksud ayal 1 [satu] terhadap: 

a . .P~ja'bat strulcturnl ntnu ntAAAn l>mgxunn y~-1.~ tidak melakukan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan bcnar dalam hal 
pcngendalian terhadap kriteria penilaian Prestasi Kerja PNS 
sebagai dasar pembcrian TPP kepada PNS sebagaimana 
dimaksud Paaal 2; dart 

h. P~jnbnl pengelola kcuangan yang berhubunzan Iangsung 
dengnn penyeleseian administraei pembayurun '!'PP yAnP, tidak 
melaktrkan Iugas dan tanggung jawabnya sebagairnana 
dimaksud Pasal 13. 

(1) Kcpada ecuap ptjHhal xlrukh1r;il atnu atasan langsung yang 111da111!!8.ar 
kctcnruan Pcraturan Walikota ini dan mclalaikan kewa,1ium1 sertu 
tanggung jawabnya dikcnakan Sanksi disiplin PNS berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Numor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pcgawai 
Negeri Sipil. 

Pasal 16 

BJ\l:J VI II 

(2) Evaluasi sebagatmana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit meliputi: 
a. Besaran sel iap peringkat jabatan; 
b, Tata cara veritikasi dan permintaan TPP. 
c . Pelaksunaan pcrnbayaran; 
cl. Kebenaran usulan pemberian TP.l-'. 

(1) Kebijakan pt!mherian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini 
dievaluasi scsuai dengan kehut uhan dan kernampuan Anggaran 
l-'t!ndnpatan dan Belanja IJ:u'!rah dtm/ atau kctcntuan r*1~11 urnn 
perundang-undangnn. 

Pasa! 15 

8ngi,rn Ked ua 

(::3) Husu monitoring sebagatmane dimaksud pada :lyal (?.) drluporkan olch Tim 
Monitoring dan l';vuluu:Ji kepada Walikota melalui Sekretaris Dacrah. 

SANK ST 

(2) Monitoring dan evaluaai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan mclalui: 

a. Rapat tim; 
b. Rapat koordinasi dengan antara tim dcngan SKI'D yang terkait; 

<Ian 
C. l'(;Uinjnwm l,,p,1nenn. 

.. 



Diundangkan di Semarang 
pada tanggal ..1Lf ~ L l)\ r 

SEKRF.TARTS DAERAH 
KOTA SEMARA NO 

ADIT~TO 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAlIUN 2015 NOMOR ,r- 

Apµr setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturnn 
Walikotn irri derigan pcncmpatannyn dnlnrn n~ril.a Dae1'311 Kora Semarang. 

Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan pada Bulan -Januari 2016. 
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Dcngnn t1ilt!rbllk..'Uu1ya Per!'4tunm Wa.likota Ini, make Pernturnn Wallkota 
Semarang Nomor :-lR Tahuri 2014 tcnteng Pernberian dan Pcmbcrhr.ntinn 
Tambahan Penghnsilnr; Pegawai bagi Pcp,nw(li Negi-.ri Slpll di Linrtkungan 
Pcrncrintah Kota Semarang (I3erilw1 l)AP.rAh Kata Semarang 'l'ahun 2014 
Nomor 38)i sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan wallkora Nomor 48 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraruran Walikota Semarang Nomor 38 
Tahun 2014 tentang Pemberian dan Psrnberhentian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipf di Lingkungan Pcmcrintah Kota Semarang. 
(Serita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nnmor 48, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku, 

Pnsnl 17 

KF.TF.NTU/\N PENUTUP 

BAB IX 

sesuai dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 53 Tahun 2010 tcntang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Ditetapkan di Semarang 
pnda tanggal 1111a t ,J t 2015 

Pj. WAJ.,IKOTA SEMARANG 

- .J-,..lf,___- 

TAVIP SUPR1YANTO 


